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REMBAI{G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2l TAHUN 2014

TENTANG

PERS ETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAIIUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempat
pelelangan menjadi kewenangan pemerintah daerah
kabupaten;

b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di
Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pelelangan Ikan perlu
disempumakan sesuai perkembangan dan dinamika
masyarakat nelayan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,
huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d perlu
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingklungan propinsi Jawa Tengah ;

c.

d.

e-



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan
Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pinjaman;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2OO8
tentang Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan ;



20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0l Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
20L4.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala
perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan
Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


